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Abstrak
Pilihan untuk menerapkan gagasan otonomi yang seluas-luasnya, otonomi 

khusus, dan federasi sama-sama dapat diharapkan untuk menjawab berbagai persoalan 
yang dihadapi bangsa Indonesia seperti saat ini. Tetapi pilihan mana yang menjadi 
terbaik seyogyanya harus dilihat dalam konteks kebutuhan bangsa kita dewasa ini. 
Oleh karena itu, janganlah kita bersikap secara mutlak dan apalagi saling mengancam 
seakan-akan perahu republik pasti pecah jika negara kesatuan dirubah menjadi 
federasi ataupun jika dipertahankan mati-matian sebagai negara kesatuan. Biarlah 
pilihan-pilihan tersebut dimengerti dulu secara luas, baru kemudian orang siap untuk 
menetapkan pilihan rasional. Dalam pandangan penulis baik negara kesatuan maupun 
negara federasi sama-sama mengandung kelebihan dan kelemahan. Karena itu, yang 
pertama harus mendapat perhatian adalah soal jaminan keadilan yang dapat tumbuh 
dan berkembang di dalam salah satu dari kedua bentuk negara itu, dan yang kedua 
adalah soal jaminan integrasi nasional untuk mengatasi gejala disintegrasi nasional 
yang merebak akhir-akhir ini.

Kata Kunci: otonomi daerah, desentralisasi, demokrasi, negara federasi

Abstract
The option to apply the idea of   the widest possible autonomy, special autonomy, 

and federations alike can be expected to address the various problems faced by 
Indonesia today. But which one is the best choice should be viewed in the context of the 
needs of our nation today. Therefore, let us be absolutely and moreover threatened one 
another as if the Indonesia certainly break if a unitary state into a federation changed 
or if maintained for a unitary state. Let those choices once widely understood, then 
people are ready to set a rational choice. In the author’s view both the State Unitary 
and Federated both contain advantages and disadvantages. Therefore, the first thing 
to get attention is a matter of fairness guarantees that can grow and develop in one of 
two forms of the country, and the second is a matter of national integration assurance 
to overcome the symptoms of national disintegration emanating lately.
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The founding fathers ketika mendesain model 
Negara Indonesia lebih mengedepankan 
perdebatan mengenai dasar negara, bentuk 
negara (kesatuan atau federal), bentuk 
pemerintahan (kerajaan atau republik) 
dan ide/cita negara (individualistik, 
kolektivistik, atau totalitas integralistik). 
Sedikit sekali dibahas terkait dengan negara 
hukum dan pemerintahan yang demokratis 

konstitusional khususnya mengenai perlu 
tidaknya Hak Asasi Manusia (HAM) 
masuk dalam konstitusi. Sebagian besar 
dari mereka terlalu disemangati oleh 
obsesi sebuah bangunan negara yang 
berciri khas Indonesia sehingga terlalu 
mengidealisasikan prinsip kekeluargaan, 
demokras i  desa ,  asas  keseras ian , 
keselarasan dan keseimbangan. Hal ini 
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demi terciptanya politik pengintegrasian 
ketimbang politik pembebasan melawan 
absolutisme kekuasaan sebagai corak paham 
konstitusionalisme, yang mengakibatkan 
bangsa ini tidak pernah curiga terhadap 
kemungkinan penyalahgunaan.1

Problem konstitusionalitas terkait 
penyelenggaraaan pemerintahan daerah 
dalam lingkup negara kesatuan atau memilih 
alternatif otonomi sebagai alternatif pilihan 
bentuk negara federal telah diletakan 
sejak masa pergerakan kemerdekaan, 
hingga akhirnya terimplementasikan 
dalam wujud Undang-undang Dasar 1945 
sebelum amandemen. Bahkan pada saat 
penyusunan Undang-undang Dasar 1945, 
otonomi menjadi persoalan pokok dalam 
pembahasannya. 

P e r s o a l a n  t e r s e b u t  y a n g 
menyebabkan pengaturan pemerintahan 
daerah dalam konstitusi sangat sedikit dan 
kurang bersubstansi, yaitu: “Pembagian 
daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, 
dengan bentuk susunan pemerintahannya 
ditetapkan dengan undang-undang, 
dengan memandang dan mengingati 
dasar permusyawaratan dalam sistem 
pemerintahan negara, dan hak-hak asal-
usul dalam daerah-daerah yang bersifat 
istimewa”, ketentuan tersebut yang 
memberikan peluang pemerintah pusat 
untuk menafsirkan format ideal “otonomi 
daerah”.2

1 Mukthie Fadjar. 2003. Reformasi Konstitusi 
dalam Masa Transisi Paradigmatik. Malang: In-
Trans. hlm 3-4
2  Bagir Manan. 2005. Menyongsong Fajar Otonomi 
Daerah, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas 
Hukum Universitas Islam Indonesia. hlm 21

Persoalan otonomi daerah dan 
desentralisasi merupakan masalah yang 
paling sering dibicarakan di negeri ini, 
disamping integrasi nasional, korupsi, 
partai politik, dan kohesi nasional. Otonomi 
daerah adalah sebuah proses bernegara yang 
tidak akan pernah tuntas dan mengalami 
perubahan secara terus menerus dan 
tidak berkesudahan. Hal ini wajar karena 
tuntutan-tuntutan baru akan selalu muncul 
sesuai kebutuhan, maupun disebabkan 
adanya koreksi atas kelemahan formulasi 
pada faktor perubahan lingkungan baik 
internal maupun eksternal. Sadar atau tidak 
sesungguhnya pertumbuhan otonomi daerah 
di Indonesia sejak masa kemerdekaan 
sampai sekarang (masa reformasi) telah 
mengalami perubahan-perubahan secara 
fluktuatif (naik-turun) sesuai dengan realitas 
di lapangan yang dilalui dengan rezim 
pemerintahan yang berganti-ganti.

M e l i h a t  p e r t u m b u h a n  d a n 
perkembangannya ternyata berlangsung 
tidak sesuai apa yang diinginkan para pendiri 
republik ini. Tentu, tidaklah mengherankan 
bila Bagir Manan3 mengatakan, “dalam 
tataran pelaksanaan, belum pernah otonomi 
dijalankan sebagaimana mestinya”. 
Menurut Bagir Manan, pemerintahan pusat 
dan legislatif tetap gamang dan tidak tulus 
hati dalam merumuskan dan menjalankan 
arti otonomi yang sesungguhnya dengan 
berbagai alasan pembenaran. Peraturan 
perundang-undangan tentang pemerintahan 
daerah sudah mengalami perubahan 

3  Ibid. hlm 27-29
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sebanyak 8 (delapan) kali4, sejak UU 
Nomor 1 Tahun 1945 hingga UU Nomor 32 
Tahun 2004, hanya dalam rentang waktu 65 
tahun menunjukan permasalahan otonomi 
daerah yang begitu komplek.

Ketidakjelasan format otonomi 
daerah tersebut yang menjadikan pemerintah 
pusat menerapkan sistem sentralisasi 
yang berlebihan (overcentralization). 
Sentralisasi yang berlebihan merupakan 
salah satu kebijakan pemerintah orde baru 
yang menjadi sumber malapetaka bagi 
format negara kesatuan, sebab selama 
penerapan negara kesatuan dengan sistem 
sentralisasi telah mematikan aspirasi dan 
kreatifitas rakyat daerah, sumber daya alam 
daerah dikeruk oleh pusat dan diberikan 
dengan tidak adil dan tidak transparan, 
keistimewaan daerah kurang dihargai 
bahkan disamaratakan oleh Pemerintah 
Pusat. Sentralisasi yang berlebihan tersebut 
telah menghancurkan sistem pemerintahan 
yang diciptakan orde baru, hancurnya 
pemerintahan orde baru melalui gerakan 
reformasi tersebut mengkukuhkan niat 
Bangsa Indonesia ini untuk mewujudkan 
bangsa yang adil dan makmur. Gerakan 
reformasi yang membawa angin segar 
demokrasi, telah menginspirasi sebagian 
masyarakat untuk menciptakan suatu 
tatanan Negara Indonesia dalam wadah 
Federalisme, hal ini mengingat muncul 
4 Peraturan perundang-undangan tentang 
Pemerintahan Daerah yang dimaksud sebanyak 
delapan kali mengalami perubahan itu adalah UU 
Nomor 1 tahun 1945, UU Nomor 22 Tahun 1948, 
UU Nomor 1 Tahun 1957, Penetapan Presiden 
Nomor 6 Tahun 1959, UUNomor 18 Tahun 1965, 
UU Nomor 5 Tahun 1974, UU Nomor 22 Tahun 
1999, UU Nomor 32 Tahun 2004.

ancaman disintegrasi yang terjadi akibat 
dari sistem pemerintahan negara kesatuan 
yang sentralistis dan banyaknya tuntutan 
pemerintahan daerah untuk merdeka, 
seperti Papua, dan lainnya.

Perdebatan mengenai konsep 
federalisme semakin menguat pada era 
reformasi seperti sekarang ini, namun 
konsep tersebut masih diragukan sebab 
federalisme ditakutkan akan menjadi 
ancaman kesatuan dan nasionalisme 
bangsa. Perdebatan idealisasi sistem 
pemerintahan daerah yang melahirkan 
keinginan untuk menjadikan negara federasi 
mengemuka, sehingga pertentangan 
semakin mengkerucut ke arah format 
ideal pemerintahan daerah (otonomi). 
Pada kenyataannya desentralisasi yang 
menjadi lokomotif demokrasi lokal ternyata 
menciptakan raja-raja kecil di daerah karena 
pemerintahan daerah panen kekuasaan. 
Rakyat daerah tetap saja tidak mempunyai 
keleluasaan, sehingga menimbulkan 
ketidakadilan, kecemburuan sosial, dan 
pelayanan umum yang tidak maksimal. 
Inilah sesungguhnya yang menjadi perhatian 
kita bahwa ternyata logika kekuasaan pada 
format ketatanegaraan kita masih terjadi 
kerancuan-kerancuan paradigmatik yang 
menyebabkan kita terpaksa memerlukan 
format-format khusus dan istimewa pada 
saat otonomi daerah itu diterapkan. Realitas 
sosiologis bangsa Indonesia memaksa kita 
untuk berupaya me-reformat ulang logika 
kekuasaan negara menyangkut penerapan 
otonomi daerah yang seluas-luasnya yang 
benar. 
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Logika kekuasaan bangsa Indonesia 
selalu mencerminkan dominasi kelompok 
terkuat menekan yang lemah atau sebaliknya 
memamerkan kekuatan daerah dengan jiwa 
atau semangat penaklukan. Hal ini juga 
bisa kita teropong melalui analisis seorang 
peneliti barat yang sangat kompeten dengan 
masalah nasionalisme Indonesia, yaitu 
Ben Anderson. Menurut Ben Anderson 
(Benedict, 1999), Nasionalisme Indonesia 
sering kali terlalu sarat dengan semangat 
penaklukan. Anderson menganalogikan 
hal ini dengan semangat yang mendasari 
sebuah perang terbesar dan tersistematis 
yang pernah dikobarkan oleh bangsa Jawa 
melawan Belanda: Perang Diponegoro. 
Semangat menaklukkan ini tampaknya 
masih sangat kuat mencengkeram logika 
politik kekuasaan di Indonesia hingga 
sekarang. Sama halnya dengan bagaimana 
para pendiri negeri ini ambisius memilih 
berpegang tangan di atas ide negara 
kesatuan daripada negara federal yang kala 
itu hingga kini dianggap sebagai sebuah 
bentuk keterpecahbelahan.

Pengaturan otonomi luas dalam 
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia 
ini tentunya menjadi perhatian yang menarik, 
sebab lahir atas pertentangan idealisasi 
bentuk negara kesatuan atau federalisme. 
Sehingga dalam hal ini penulis meneropong 
implementasi konsepsi negara kesatuan 
dalam sistem otonomi luas di Indonesia. 
Apakah dengan penerapan otonomi yang 
seluas-luasnya dalam kedaulatan NKRI 
tidak mengarahkan Indonesia pada konsep 
negara federasi? Selain itu tulisan ini juga 

melihat apakah gagasan negara federasi 
cocok untuk bisa diimplementasikan dalam 
konteks kenegaraan Indonesia?

Otonomi Daerah Sebagai Ujung Tombak 
Proses Demokrasi

Negeri ini telah lebih dari satu 
dekade menapaki proses demokratisasi dan 
desentralisasi yang telah digulirkan sejak 
reformasi. Pencapaian Indonesia dalam 
mengarungi proses ini menunjukkan kearah 
yang positif, dan bahkan mendapatkan 
pengakuan dari dunia internasional.5 
Indonesia dengan statusnya sebagai 
negeri muslim terbesar di muka bumi 
ini, bahkan disebut-sebut sebagai model 
negara demokrasi. Tetapi disisi lain kita 
harus tersadar akan besarnya tuntutan 
dan tantangan mengemuka, kita tidak 
semestinya segera berpuas diri dengan 
pencapaian-pencapaian tersebut. Proses 
perubahan yang tanggung akan menyeret 
kita kembali ke titik awal, kembali pada 
situasi yang kita tidak kehendaki. Yang 
jelas, kita belum pernah merasakan praktek 
berdemokrasi yang sebenar-benarnya 
dan oleh karena itu niscaya akan selalu 
terkejut dengan realita baru yang kita 
ciptakan bersama dalam berdemokrasi. 
Tetapi kalaulah sejauh Indonesia berbesar 
hati dengan julukan orang asing negara 
demokrasi, kita masih akan harus bergulat 
dengan diri sendiri untuk melakukan 

5  Larry Diamond; “How is Indonesia’s democracy 
doing?”, East Asia Forum, October 26th, 2009, 
diunduh dari http://www.eastasiaforum.org/ pada 
tanggal 13 Juli 2016 pada jam 10.40 WIB.
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pendalaman demokrasi itu sendiri.6

Esensi dari pendalaman demokrasi 
sebetulnya adalah penerapan faham 
demokrasi ke dalam kehidupan sehari-
hari. Dalamnya demokrasi sama dengan 
kuatnya faham demokrasi mencengkeram 
cara kita berfikir dan berbuat.7 Kebiasaan 
untuk menyepelekan demokrasi ini tidak 
lagi meresahkan, karena kita terbiasa 
mengasumsikan orang lain membuat 
demokrasi untuk kita. Dalam benak kita, 
demokrasi adalah kebijakan pemerintah, 
dan karena kita adalah target group dari 
kebijakan, maka kita sebagai penerima 
manfaat cukup menunggu dibuat jadi oleh 
pemerintah. Perlu diingat bahwa, demokrasi 
sebetulnya telah sama-sama kita batalkan 
saat kita secara diam-diam bersepakat 
untuk menjaga jarak dengannya. Kita 
membatalkan demokrasi dengan cara yang 
sangat tersamar: mengharapkan orang lain 
mewujudkannya untuk kita. Repotnya, 
proses pendidikan yang kita tempuh 
kiranya sangat bagus dalam menghasilkan 
pemahaman, namun membiarkan kita 
tetap berjarak dengan, dan bahkan 
mengelak untuk, berdemokrasi. Ketika 
mengikuti kuliah di perguruan tinggi, 
para pemimpin memperoleh nilai A dalam 
mata kuliah demokrasi, dan pidatonya 
perihal demokrasi juga sangat meyakinkan, 
namun perilakunya tidak mencerminkan 
6 Maribeth Erb, Priyambudi Sulistiyanto (eds) 
2009; Deepening Democracy In Indonesia?: Direct 
Elections For Local Leaders (Pilkada), Institute of 
Southeast Asian Studies
7  Ronald Inglehart and Christian Welzel; “Political 
Culture and Democracy: Analyzing Cross-Level 
Linkages,” Comparative Politics, Vol. 36, No. 1 
(Oct., 2003).

penghayatan akan demokrasi, dan sama 
sekali tidak bisa diharapkan menjadi motor 
untuk mereproduksi demokrasi. 

D a l a m  m a i n s t re a m  k a j i a n 
desentralisasi, titik keberangkatan proses 
desentralisasi adalah persoalan kewenangan 
para lembaga dan pejabat publik, yang karena 
satu dan lain hal harus ditransfer ke tingkat 
lokal. Dalam tradisi kajian ini, desentralisasi 
dibayangkan sebagai persoalan transfer 
kewenangan untuk mengatur dan mengurus 
rumah tangga daerah.8 Yang menjadi 
pemilik kewenangan adalah pejabat negara, 
dan ruang kebebasan yang dibahas adalah 
kebebasan terhadap kontrol dari pejabat 
yang lebih tinggi. Wacana desentralisasi 
selama ini sangat state-centric, sehingga 
proses itu dipahami sebagai proses 
internal birokrasi pemerintahan. Jika 
dipahami dari cara berpikir yang society-
centric, desentralisasi adalah transforasi 
tata pemerintahan daerah dengan cara 
membuka ruang dan melembagakan inovasi 
untuk semakin nyata mewujudkan prinsip 
kedaultan rakyat. Dengan demikian, cara 
berpikir dan bekerja birokrasi yang baku, 
kalau bukan kaku, justru harus diubah agar 
demokrasi lebih bermakna. Sehubungan 
dengan hal tersebut di atas, cukuplah 
alasan bagi kita untuk membayangkan 
bahwa muara dari desentralisasi bukanlah 
sekedar ada dan tumbuhnya otonomi daerah 
berkat adanya pelimpahan kewenangan. 
Perlu ditegaskan bahwa desentralisasi 
memang tidak mungkin lepas dari persoalan 

8   Josef  Riwu Kaho 1988. Prospek otonomi daerah di 
Negara Republik Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers



139 Sholikin, Otonomi Daerah: Gerbang Menuju Negara Federasi ?

kewenangan, hanya saja tujuan akhir 
dari desentralisasi bukanlah penjaminan 
kewenangan. Manakala perwacanaan 
tentang desentralisasi berangkat dan berakhir 
dengan persoalan kewenangan, maka 
akuntabilitas dalam praksis penggunaan 
kewenangan cenderung terabaikan. 
Kewenangan tidak semestinya dijadikan 
poros atau pangkal pemikiran tentang 
desentralisasi agar kita mudah membedakan 
kewenangan dan kewenang-wenangan.9 
Apalah artinya otonomi daerah dijamin dan 
dikembangkan kalau kewenangan untuk 
mengatur dan mengurus rumah tangga itu 
dikelola secara otoriter.

Lebih dari itu, jika demokrasi adalah 
persoalan rakyat, maka level pemerintahan 
yang paling mudah diakses rakyatlah yang 
harus didahulukan untuk didemokratiskan. 
Dalam konteks ini tawaran Joel Migdal 
untuk memperlakukan negara sebagai 
bagian masyarakat yang dikenal dengan 
state-in-society perspective penting untuk 
dipertimbangkan.10 Dengan cara pandang 
seperti ini, demokrasi dan desentralisasi 
tidak bisa lagi diperlakukan sebagai dua 
persoalan yang terpisah. Sejalan dengan 
hal itu, kajian antropologis terhadap 
proses demokrasi bukan hanya sangat 
menarik, namun juga memiliki potensi 
besar untuk menguak persoalan secara lebih 
seksama, dan lebih kontekstual. Karena 
9 Mark E. Warren, “Deliberative Democracy 
and Authority,” The American Political Science 
Review, Vol. 90, No. 1 (Mar., 1996).
10Juan José Linz, Alfred C. Stepan. 1996. Problems 
of Democratic Transition and Consolidation: 
Southern Europe, South America, and Post-
Communist Europe. John Hopkins University 
Press. hlm 9.

itulah perbincangan tentang desentralisasi 
sekedar sebagai pengaturan kewenangan 
daerah untuk mengatur dan mengurus 
rumah tangga sendiri tidak lagi memadai. 
Desentralisasi justru harus dipahami secara 
terbalik sebagai pengembangan otonomi 
daerah dalam kondisi Indonesia yang sangat 
beragam namun harus demokratis, dalam 
suatu keranga kerja Indonesia. Yang menjadi 
kunci persoalan bukan lagi “ada tidaknya” 
dan “spesifikasi” kewenangan pemerintah 
di setiap lapisannya melainkan peran-peran 
baru pemerintah nasional demi semakin 
dapat diandalkannya daerah sebagai lokus 
ekspresi semangat kerakyatan.

Yang diperlukan adalah kepastian 
bahwa di setiap daerah berotonomi dengan 
melangsungkan policy-making yang 
demokratis. Ini memiliki setidaknya dua 
makna. Pertama, policy making yang 
diperlukan adalah yang efektif dalam 
mengatasi masalah publik yang mengedepan 
atau teridentifikasi. Kedua, policy making 
tersebut semakin mengejawantahkan 
gagasan demokrasi.11

Desentralisasi yang Mengarah ke Sistem 
Federal

Peningkatan derajat desentralisasi 
dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
1999 dan Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 dinilai oleh beberapa pakar 
bahwa kebijakan desentralisasi di NKRI 
telah mengarah ke sistem federal. Jimly 
Asshiddiqie menyebutkan bahwa Negara 
11  Robert E. Goodin, “Democracy, Preferences 
and Paternalism,” Policy Sciences, Vol. 26, No. 3, 
Democracy and the Policy Sciences (Aug., 1993).
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Indonesia adalah negara yang berbentuk 
susunan negara kesatuan (unitary state) 
dimana kekuasaan berada di pemerintah 
pusat, namun kewenangan (authority) 
pemerintah pusat ditentukan batas-
batasnya dalam undang-undang dasar dan 
undang-undang. Kewenangan yang tidak 
disebutkan dalam undang-undang dasar 
dan undang-undang ditentukan sebagai 
kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah 
daerah. Dengan pengaturan-pengaturan 
konstitusional yang demikian itu, berarti 
NKRI diselenggarakan dengan ”federal 
arrangements” atau pengaturan dengan 
menerapkan beberapa prinsip federal.12

Senada dengan pendapat Jimly 
Asshiddiqie, Faisal Basri13, Andi Samad 
Thahir14, Dwi Andayani15, dan Ryaas 
Rasyid, mengatakan desentralisasi di NKRI 

12 Menurut penulis yang dimaksud dengan 
”kewenangan yang tidak disebutkan dalam undang-
undang dasar dan undang-undang yang diberikan 
kepada Pemerintah Daerah” oleh Jimly Asshiddiqie 
menyerupai sisa atau residu kewenangan (reserve 
of powers) sebagaimana diterapkan di negara 
federal. Pengertian istilah federal arrangements 
adalah sistem pemerintahan yang pengaturannya 
menggunakan beberapa prinsip negara federal.  
Lihat: Jimly Asshiddiqie. 2001. Pengaturan 
Pemikiran Undang-Undang Dasar Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. Jakarta: The Habibie 
Center. hlm. 28.
13  Faisal H. Basri, Tantangan dan Peluang Otonomi 
Daerah, dalam: Indra J. Pilliang dkk. (eds.). 2003. 
Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi, Divisi 
Kajian Demokrasi Lokal Yayasan Harkat Bangsa. 
hlm xiv-xv.
14  Andi Samad Thahir. 2002. Otonomi Daerah, 
Pemilu, dan Pembangunan Politik Bangsa, Editor: 
M. Sarief Arief dan A. Toha Almansur. Jakarta: 
Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan. 
hlm 112
15        Dwi Andayani Budisetyowati. 2004. Keberadaan 
Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, Disertasi, Pascasarjana Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia. hlm 316.

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 
22 tahun 1999 mengarah ke sistem federal. 
Kecenderungan tersebut semakin kuat di 
dalam undang-undang tentang otonomi 
khusus bagi Provinsi NAD dan Papua.16 
Mengenai terjadinya peningkatan derajat 
desentralisasi dalam Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta 
adanya pandangan bahwa penyelenggaraan 
desentralisasi di Indonesia mengarah ke 
sistem federal, tidaklah mengherankan hal 
tersebut terjadi sebagaimana pendapat Hans 
Kelsen yang mengatakan:

“Only the degree of decentralization 
distinguishes a unitary State divided 
into autonomous provinces from a 
federal State. And as the federal State 
is distinguished from a unitary State, so 
is an international confederacy of State 
distinguished from a federal State by a 
higher degree of decentalization only. On 
the scale of decentralization, the federal 
State stands between the unitary State and 
an international union of States.”17

Ditinjau dari sisi penyerahan 
kewenangan atau kekuasaan, perbedaan 
antara suatu negara kesatuan yang terbagi 
atas daerah-daerah otonom (negara kesatuan 
yang didesentralisasikan) dengan suatu 
negara federal hanyalah pada kadar atau 
derajat desentralisasinya (the degree of 
decentralization). Munculnya pandangan-
pandangan bahwa melalui Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-

16 Ryaas Rasyid, dipetik dalam: Media Indonesia, 
Indonesia Mengarah Federalisme, 22 Agustus 
2005.
17    Hans Kelsen. 1973. General Theory of Law and 
State, 20th Century Legal Philosophy Series: Vol. I, 
Translated by Anders Wedberg, Russell & Russell, 
New York. hlm. 316-317.
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Undang Nomor 32 Tahun 2004 terjadi 
peningkatan derajat desentralisasi dan 
dinilai telah mengarah ke sistem federal, 
memang menjadi tidak berlebihan manakala 
meninjau proses terbentuknya negara-
negara federal. Di dalam studinya tentang 
federalisme dan perubahan konstitusi 
Wiliams S. Livingston mengatakan sistem 
federal diterapkan sebagai solusi berbagai 
persoalan atau konflik sosial dan politik,

“Federalism like most institutional forms, 
is a solution of, or an attempt to solve, 
acertain kind of problem of political 
organization. Federal governments 
andfederal constitutions do not grow 
simply by accident. They arise in response 
tocertain stimuly; a federal system is 
consciously adopted as a means of 
solving theproblems represented by these 

stimuly.”18

 Senada dengan Livingston, Daniel 
J. Elazar berpendapat,

“In its quest for a stable and peaceful world 
humanity today find itself confrontedwith 
a number of political problems, many of 
which are seemingly intransigent,whose 
source lie in conflicting national, ethnic, 
linguistic, and racial claimsarising out 
of historical experiences. The federal 
principle offers one possibleresource for 
resolving these problems.”19

 

 Lebih lanjut Elazar menggambarkan 
tentang beberapa negara yang menerapkan 
federal arrangements, antara lain:

o Belgium: implementing proto federal 
arrangements to accommodate Flemings 

18  Wiliams S. Livingston. 1956. Federalism and 
Constitutional Change. Oxford: The Clarendon 
Press. hlm 1.
19 Daniel Juda h Elazar. 1987. Exploring 
Federalism. Albama: The University Alabama 
Press Tuscaloosa. Alabama. hlm 11.

and Waloons as separate peoples so that 
they will remain a public for common 
purposes

o Canada: maintaining Canadian unity in 
light of separatist tendencies in Quebec, 
where the Quebecois think of themselves 
as a separate people, and western Canada 
with its separate provincial publics.

o China: applying federal mechanism in a 
highly centralized totalitarian state with 
strong ethnic and tribal minorities in its 
peripheral regions.

o European Community: balancing a 
Europe of states with a Europe of ethnic 
groups which overlap state boundaries.

o France: regional decentralization to 
encourage local publics versus the revival 
of ethnic aspirations in the peripheral 
regions.

o India: perennial problems of federalism 
and cultural home rule for linguistic and 
religious publics.

o Italy: regionalism as a protofederal 
arrangement designed to build publics in 
a country that has suffered from political 
alienation on the part of individuals and 
families.

o Malaysia: maintenance of a federal 
system crosscutting a deep ethnic cleavage 
separating Malays and Chinese.

o Spain: autonomy for national minorities 
and Spanish unity.

o Uni ted  Kingdom:  devo lu t ion  o f 
administrative powers and national 
rights to constituent countries inhabited 
by separates peoples.20

 Dari gambaran Elazar di atas terlihat 
bahwa ada beberapa negara kesatuan yang 
menerapkan federal arrangements, seperti 
China, Italia, dan Inggris. Penerapan federal 
arrangements di beberapa negara juga 
diungkapkan oleh Eric Barendt,

20  Ibid. hlm.  236-238.
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“it may sometimes be difficult to determine 
whether a constitution is federal or 
unitary with substantial devolved powers. 
The Spanish Constitution of 1978 is 
particularly hart to characterize. The 
Regions enjoy wide legislative and 
administrative authority, though some 
areas of competence are reserved by 
the Constitution for the centre. Their 
powers were conferred by statutes of 
autonomy formally enancted by the 
central Spanish Parliament, rather than 
by the Constitution itself. A few regions 
Catalonia, Galiciam, and the Basque 
region, enjoy wider powers than the 
others. At firts glance this looks like a 
unitary decentralized constitution. But 
the statutes of authonomy may only be 
amanded by agreement of the region 
concerned and the centre; it is for the 
former to take the initiative and draft the 
law. In practice, the scheme is very similar 
to a federal constitution. On the otherhand, 
the post-war Italian Constitution of 1948 
is almost certainly not federal, though the 
text itself grants the regions, described 
as ’autonomous institutions’, significant 
legislative, adminis-trative, and financial 
powers. More over in England, that is 
what is intended in the arrangement for 
devolution to Scotland; the Westminster 
Parliament retains its sovereignty, so in 
theory it will be free to regain some of the 
powers transferred to Edinburgh or even 
repeal the entire devolution legislation.”21

 Berdasarkan beberapa literatur, 
sistem federal sedikitnya dilandasi oleh 4 
prinsip berikut ini:

• Penyerahan sisa atau residu 
kekuasaan (reserve of powers) 
kepada negara-negara bagian.22

• Penerapan sistem subsidiaritas 
dalam hubungan pemerintahan 
negara federal dan negara-negara 

21 Eric Barendt. 1998. An Introducion to 
Constitutional Law. New York: Oxford University 
Press. hlm 59- 60.
22    C.F. Strong. 1952. Modern Political Constitutions: 
An Introduction to The Comparative Study of Their 
History and Existing Form. London: Sidgwick & 
Jackson Limited. hlm 100-101.

bagian.23

• Hubungan kont rak tua l  a tau 
kesepakatan (contractual linkage) 
antar negara-negara bagian dan 
negara federal dalam pembagian 
kekuasaan  (power  shar ing ) 
dilandasi oleh kaidah pengaturan 
diri sendiri (self rule) dan pengaturan 
pembagian nilai (shared rule).24

• Pengakuan terhadap pluralisme 
yang membentuk prinsip unity 
in diversity (kesatuan dalam 
keanekaragaman).25

 C.F. Strong mengatakan pembagian 
kekuasan dalam negara federal (the federal 
authority) dapat dilakukan dengan dua 
cara, tergantung di mana diletakan sisa atau 
residu atau kekuasaan simpanan (reserve of 
powers).
 Pertama, konstitusi memperinci 
satu persatu kekuasaan pemerintah federal, 
sedangkan sisa kekuasaan (reserve of 
powers) yang tidak terinci diserahkan 
kepada negara-negara bagian. Contoh 
negara-negara federal yang menerapkan 
sistem ini antara lain Amerika Serikat dan 
Australia. Kedua, konstitusi memperinci 
23 Daniel J. Elazar, Op.Cit., Hal. 40. Lihat juga: 
Jutta Kramer, Introduction, dalam: Federalism and 
Civil Societies (An International Symposium), Jutta 
Kramer dan Hans-Peter Schneider (eds.), Nomos 
Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1999, Hal 9.
24 Daniel J. Elazar, Op. Cit., Hal. 5-6. Lihat juga: 
William Paterson yang dipetik dalam: Walter 
Hartwell Bennett. 1964. American Theories of 
Federalism, Albama: University of Alabama Press. 
hlm 61.
25 Jutta Kramer, Op.Cit, hlm. 9. Lihat Juga: Eko 
Prasojo. 2005. Federalisme dan Negara Federal 
– Sebuah Pengantar Depok. Departemen Ilmu 
Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Indonesia. hlm l5.
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satu persatu kekuasaan pemerintah 
negara-negara bagian, sedangkan sisa 
kekuasaan (reserve of powers) yang tidak 
terinci diserahkan kepada pemerintah 
federal. Kanada merupakan salah satu 
contoh Negara federal yang menerapkan 
sistem ini.26 Bertalian cara kedua ini, C.F. 
Strong berpendapat negara federal yang 
menerapkan sistem peletakan reserve of 
powers-nya seperti ini, konstitusinya lebih 
mendekati konstitusi negara kesatuan

“ w h e re  t h e  re s e r v e  o f  p o w e r s 
i s  w i t h  t h e  f e d e r a l  a u t h o r i t y, 
theconstitutionalapproaches more to that 
of a unitary state than if it is with the 
states. In otherwords, such a state less 

federal.”27

 Te o r i  C . F.  S t r o n g  t e n t a n g 
reserve of powers tersebut di atas dapat 
menjelaskanpandangan-pandangan yang 
mengatakan bahwa sistem penyerahan 
kewenangan di dalam Undang-Undang 
Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 mencerminkan 
kesamaan dengan sistem pembagian 
kewenangan (distribution of powers) di 
Negara Federal. Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 1999 menyebutkan kewenangan 
Daerah mencakup kewenangan dalam 
seluruh bidang pemerintahan, kecuali 
kewenangan dalam bidang poli t ik 
luar negeri,  pertahanan keamanan, 
peradilan, moneter dan fiskal, agama 
serta kewenangan bidang lain.28 Undang-
26   Rozali Abdullah. 2000. Pelaksanaan Otonomi 
Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif. 
Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm 82-83.
27  C.F. Strong , Op.Cit., hlm 100
28 Kewenangan bidang lain, meliputi kebijakan 
tentang perencanaan nasional dan pengendalian 
pembangunan nasional secara makro, dana 

Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang 
berlandaskan prinsip otonomi yang seluas-
luasnya menyebutkan pemerintahan daerah 
menyelenggarakan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangannya, kecuali 
urusan pemerintahan yang oleh undang-
undang ini ditentukan menjadi urusan 
pemerintah.29 Dengan kata lain kedua 
undang-undang tersebut meletakkan sisa 
atau residu kewenangan (reserve of powers) 
pada Daerah.30

Adanya federal arrangements di 
dalam penyelenggaraan pemerintahan 
daerah di Indonesia juga terlihat pada 
Konstitusi Negara Republik Indonesia 
yaitu pada Pasal 18 Ayat (5) UUD 
Negara RI 1945 hasil perubahan kedua. 
Dalam Ketentuan Pasal 18 Ayat (5) UUD 
1945 ditentukan: “Pemerintahan daerah 
menjalankan otonomi seluas-luasnya 
kecuali urusan pemerintahan yang oleh 
undang-undang ditentukan sebagai urusan 
pemerintah pusat”. Ketentuan tersebut 

perimbangan keuangan, sistem administrasi negara 
dan lembaga perekonomian negara, pembinaan 
dan pemberdayaan sumber daya manusia, 
pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi 
tinggi yang strategis, konservasi, dan standardisasi 
nasional. Lihat: Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
29      Lihat: Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
30      Sistem pengaturan pembagian urusan Pemerintah 
Negara Federal ini ada kesamaan dengan system 
pengaturan pembagian urusan Pemerintah Pusat 
dan Daerah di Negara Indonesia, kewenangan 
Pemerintah Pusat dan kewenangan Provinsi sebagai 
sebagai daerah otonom diatur secara terperinci di 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan 
Provinsi sebagai Daerah Otonom, sebagai peraturan 
pelaksana dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
1999 tentang Pemerintahan Daerah.
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menunjukkan pemberian sisa kewenangan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan 
kepada daerah. Kebijakan desentralisasi di 
Indonesia yang mengarah ke sistem federal 
juga tercermin dalam sistem pemilihan 
kepala daerah dan wakil kepala daerah 
yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004. 

Undang-Undang ini mengatur 
bahwa kepala daerah dan wakil kepala 
daerah dipilih dalam satu pasangan secara 
langsung oleh rakyat di daerah yang 
bersangkutan.31 Ditinjau dari sejarah 
peraturan perundang-undangan pemerintah 
daerah, sistem pilkada langsung oleh rakyat 
yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 ini merubah sistem pilkada oleh 
DPRD sebagai badan legislatif daerah yang 
dilaksanakan undang-undang pemerintahan 
daerah sebelumnya yaitu sejak masa 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 
hingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
1999. 

Menanggapi tentang mekanisme 
pemilihan kepala daerah (pilkada) ini 
Joko J. Prihatmoko menyebutkan bahwa 
sistem pilkada secara langsung ini lazim 
digunakan di negara-negara yang menganut 
sistem federasi atau federal murni, seperti 
antara lain di negara Amerika Serikat, 
Australia, dan Kanada.32 Sistem pilkada 
langsung ini merupakan contoh yang paling 
kongkret untuk menjelaskan kebijakan 
desentralisasi di Indonesia menerapkan 
31    Lihat: Pasal 24 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
32  Joko J. Prihatmoko. 2005. Pemilihan Kepala 
Daerah Langsung: Filosofi, Sistem dan Problema 
Penerapan di Indonesia. Yogyakarta: Penerbit 
Pustaka Pelajar. hlm 140.

f ederal  arrangements .  Kebi jakan 
desentralisasi yang menerapkan federal 
arragements juga tersirat dalam pengaturan 
batas kewenangan pengelolaan wilayah 
laut untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota 
di Indonesia sebagaimana pernah diatur 
oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
1999 dalam Pasal 3 dan Pasal 10 Ayat (3), 
dan secara substansial tidak mengalami 
perubahan dalam Undang- Undang Nomor 
32 Tahun 2004 Pasal 18 Ayat (4) dan 
Ayat (5).33 Walaupun pengaturan tersebut 
bukan bermaksud sebagai batas wilayah 
kedaulatan namun menyiratkan kemiripan 
dengan prinsip penetapan batas wilayah 
pengelolaan laut negara-negara bagian di 
negara federal seperti Amerika Serikat dan 
Kanada.34

33  Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 yang mengatur penetapan batas 
wilayah pengelolaan laut Daerah adalah: Pasal 18 
Ayat (4): Kewenangan untuk mengelola sumber 
daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur 
dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke 
arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 
(sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi 
untuk kabupaten/kota. Pasal 18 Ayat (5): Apabila 
wilayah laut antara 2 (dua) provinsi kurang dari 
24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk 
mengelola sumber daya di wilayah laut dibagi 
sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah 
dari wilayah antar 2 (dua) provinsi tersebut, dan 
untuk kabupaten/kota memperoleh 1/3 (sepertiga) 
dari wilayah kewenangan provinsi dimaksud.
34  Di negara Amerika Serikat pengelolaan wilayah 
pesisir antara Pemerintah Negara Federal dan 
Negara Bagian diatur secara tersendiri di dalam 
United States Coastal Zone Management Act 
(CZMA) atau Undang-Undang Pengelolaan Zona 
Pesisir AS tahun 1972 (UUPZP). Lihat: Maurice 
Knight, Desentralisasi Pengelolaan Wilayah 
Pesisir di Amerika Serikat: Contoh bagi Indonesia, 
Program Pengelolaan Sumber Daya Alam (NRM) 
USAID-BAPPENAS dan USAIDCRC/ URI, 
Coastal Resources Center, University of Rhode 
Island, Narrgansett, Rhode Island, USA, 2001, hlm 
20-22.
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Relevankah Federasi Bagi Republik 
Indonesia; Sebuah Tinjauan Kritis Atas 
Gagasan Alternative Federalisme

Bukanlah  sebuah kebetu lan 
diskursus mengenai bentuk negara semakin 
marak diperbincangkan di masa reformasi 
ini. Reformasi merupakan suatu masa 
liberatif dan transparatif yang tepat untuk 
mengkaji ulang berbagai tatanan politik 
dalam negeri. Pada kesempatan ini, 
berbagai isu tentang tata kepemerintahan 
bisa saja muncul dan perlu diperdebatkan 
untuk mendapat afirmasi “ya” atau “tidak”. 
Ada suatu ruang terbuka bagi publik 
untuk mengkaji horizon politik praktis 
berbasis pada apa yang dinamakan sebuah 
“politik metafisik” ala John Rawls, yaitu 
sebuah pengandaian tentang nilai universal 
dan hakikat kemanusiaan sebagai inti 
pemerdekaan. Artinya, pembicaraan faktual 
seputar negara federalisme hanya muncul 
ketika ada ruang keterbukaan dan kebebasan 
yang menjamin.

Dalam perjalanan sejarah republik 
Indonesia, proyek negara kesatuan ternyata 
mengalami berbagai distorsi. Timbul 
berbagai keserampangan dan kegamangan 
dalam praktek politik. Negara kesatuan 
telah terbukti memperkokoh sistem represi 
dari suatu kepemerintahan otoriter Orde 
Baru. Sistem sentralistik yang dipraktekkan 
menimbulkan sekian banyak problem 
kesenjangan yang mengindikasikan adanya 
ketidakadilan, permainan kekuasaan dan 
segenap kebusukan praktek KKN. Dalam 
hal inilah, wacana federalisme muncul 
sebagai sebuah tawaran alternatif yang 

kiranya dapat membangun republik ini ke 
arah yang lebih baik di masa mendatang.

Memang diakui bahwa gagasan 
federalisme memiliki sederetan amanat 
luhur demi meningkatkan kemaslahatan 
hidup masyarakat secara adil dan merata. 
Model RIS yang diusulkan Romo Mangun 
mempunyai tujuan mulia demi pemekaran 
potensi jutaan manusia di daerah, pemerataan 
pembangunan dan penciptaan korps 
kedalam secara lebih kuat. Federalisme 
juga merupakan suatu bentuk yang paling 
representatif menggambarkan situasi riil 
negeri ini yang terdiri dari keragaman 
suku, agama dan ras. Dalamnya, setiap 
perbedaan diakui dan dihormati bukannya 
dicekok lantas dibantai. Prinsipnya, RIS 
membawa konsekuensi signifikan untuk 
membangun tata kepemerintahan yang tidak 
saja adil secara struktural tapi juga secara 
praktis. RIS dipercaya dapat mengeliminir 
bentuk-bentuk penindasan dan peng-
garong-an (pencurian) aset-aset daerah 
yang potensial demi kepentingan “perut” 
pusat. Hanya saja di sini timbul masalah 
soal jalan yang mesti ditempuh demi 
membentuk suatu pemerintahan Republik 
Federal Indonesia. Karena, langkah 
pertama yang mesti ditempuh adalah 
dengan membubarkan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Langkah kedua 
adalah memberi keleluasaan bagi daerah-
daerah untuk menyatakan kemerdekaannya 
kemudian membentuk negara atau wilayah 
pemerintahan independen yang baru dan 
terakhir, berkonsensus untuk membentuk 
suatu negara federal. Pertanyaan untuk 
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hal ini, mungkinkah ini semua terjadi 
secara damai? Kalau pun mungkin, berapa 
besar budget yang dibutuhkan untuk 
merealisasikan semua maksud di atas?

S e l a i n  i t u ,  p e r l u  j u g a 
dipertimbangkan di sini adalah adanya 
kemungkinan terciptanya suatu kesenjangan 
baru antar-negara bagian. Pasalnya, setiap 
daerah tidak memiliki potensi dan sumber 
daya yang merata, sama dan memadai. 
Ada daerah kaya-potensi dan ada juga 
daerah miskin. Memberi wewenang yang 
sama terhadap masing-masing negara 
bagian tidak niscaya akan menghasilkan 
kemakmuran yang sama bagi tiap daerah. 
Sebaliknya, memberi apresiasi yang 
sama bagi daerah untuk mengembangkan 
diri justru akan memperjelas perbedaan 
tingkat kemakmuran. Bisa jadi oleh karena 
perbedaan yang mencolok ini timbullah 
perselisihan dan semangat ekspansif-
eksploratif dari suatu negara otonom yang 
lebih kaya terhadap negara bagian lain 
yang miskin. Disini memungkinkan juga 
timbulnya “gap” relasi antarnegara bagian.

Dikatakan bahwa dengan sistem 
baru (Republik Indonesia Serikat), 
segala bentuk kemaksiatan pusat atas 
daerah tereliminir. Daerah tidak lagi 
bergantung penuh pada “petuah-petuah” 
yang datang dari pemerintahan pusat. 
Akan ada suatu cross check and balance 
pusat dan daerah yang memungkinkan 
tereliminirnya permainan kekuasaan yang 
sarat KKN. Negara federal memungkinkan 
keseimbangan kekuasaan yang dengannya 
otoritas suatu pemerintah tunggal-mutlak 

tidak ada tempatnya. Namun yang perlu 
diwanti-wanti tentang hal ini adalah 
jangan sampai penciptaan negara-negara 
baru hanya akan melahirkan sejumlah 
“bos-bos baru” di daerah. Bisa saja terjadi. 
Jikalau demikian, apa yang perlu dibuat 
dan solusi apa yang kiranya tepat untuk 
mengatasi kerawanan ini? Sudah pasti 
bentuk federasi yang murni federal serta 
yang terdiri dari the associated states 
tidak memungkinkan bagi format negara 
ini. Alasannya seperti yang dikemukakan 
sebelumnya, kedua model ini dikuatirkan 
menimbulkan kesenjangan dan kesulitan 
baru bagi bangsa dan negara ini. Membentuk 
negara federasi murni bagi Indonesia 
dikuatirkan dapat memicu sengaketa dan 
keributan baru. Membentuk sebuah united 
states bagi Indonesia bukan pekerjaan 
mudah yang tidak berurusan dengan 
korban materi bahkan nyawa. Sebaliknya 
pembentukkan itu mengandaikan kesediaan 
untuk rela berkorban. Persoalannya adalah 
mampukah kita? Karena itu yang mungkin 
suitable adalah bentuk negara dengan 
sistem federal arrangement alias yang 
memberikan otonomi penuh kepada 
masing-masing wilayah bagian. Entah itu 
harus diproklamirkan dahulu suatu sistem 
federasi ataukah cukup dengan pemberian 
label otonomi penuh bagi semua daerah 
bukanlah persoalan yang penting. Hal 
terpenting adalah adanya otonomi yang luas 
dan penuh. Masing-masing daerah harus 
diberi kewenangan luas untuk mengatur 
dan mempotensikan daerahnya sendiri. 
Pengaturan desentralisasi kekuasaan 
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di mana kekuatan pusat tidak dapat 
bertindak semena-mena demikian juga 
pemerintah daerah tidak bisa seenaknya 
saja menjalankan kebijakan-kebijakan 
internalnya.

Dalam pada itu pemerintahan daerah 
tidak bergerak sendiri; tetapi tetap mendapat 
persetujuan dan bantuan dari pemerintah 
pusat. Bukan petuah, petunjuk dan perintah 
pusat yang mengatur tetapi suatu koordinasi 
yang kompak antara pusat dan daerah. 
Dengan ini menjadi jelas bahwa yang 
dibutuhkan sekarang bukannya soal format 
negara yang mesti federal atau mesti kesatuan 
tapi soal bagaimana setiap perbedaan dan 
keunikan diakomodir demi pembangunan 
yang merata dan tepat sasaran. Entah itu 
federasi, entah itu kesatuan, yang penting 
ada otonomi penuh, sempurna dan hidup 
yang diberikan pada masing-masing daerah 
untuk mengatur kebijakannya ke dalam 
maupun ke luar.

Simpulan
Wacana tentang perubahan dari 

bentuk negara kesatuan menjadi negara 
persatuan ini sesuatu yang masuk akal dan 
hendaknya terus dikembangkan secara 
terbuka. Baik Negara Kesatuan maupun 
Negara Persatuan sama-sama mengandung 
kelebihan dan kelemahan. Karena itu, yang 
pertama-tama harus mendapat perhatian 
adalah soal jaminan keadilan yang dapat 
tumbuh dan berkembang di dalam salah 
satu dari kedua bentuk negara itu, dan yang 
kedua adalah soal jaminan integrasi nasional 
untuk mengatasi gejala disintegrasi nasional 
yang merebak akhir-akhir ini. Gagasan 

otonomi yang seluas-luasnya, otonomi 
khusus, dan federasi sama-sama dapat 
diharapkan untuk menjawab ke persoalan 
di atas, tetapi yang mana yang paling baik 
untuk dipilih, seyogyanya dilihat dalam 
konteks kebutuhan bangsa kita dewasa ini, 
yang tengah menghadapi keadaan carut 
marut yang serius. Karena itu, janganlah 
ada yang bersikap mutlak-mutlakan dan 
apalagi saling menakut-nakuti, seakan-akan 
perahu republik pasti pecah jika negara 
kesatuan dirubah menjadi federasi ataupun 
jika dipertahankan mati-matian sebagai 
negara kesatuan. Biarlah pilihan-pilihan 
tersebut dimengerti dulu secara luas, baru 
kemudian orang siap untuk menetapkan 
pilihan rasional.

Te n t a n g  b a g a i m a n a  c a r a 
perubahan itu sendiri harus dilakukan, 
seperti dikemukakan di atas, di samping 
dapat dilakukan melalui amandemen 
berdasarkan Pasal 37 UUD 1945, juga 
perlu dipertimbangkan penyelenggaraan 
referendum nasional menurut sistem 
distrik, sehingga segenap rakyat Indonesia 
dan seluruh daerah dapat dilibatkan dalam 
mengambil keputusan. Mudah-mudahan 
hal ini dapat sekaligus meringankan beban 
bagi mereka yang menolak ide federasi, 
tetapi dapat menampung keinginan para 
federalis yang makin hari makin mendapat 
dukungan luas. Yang terpenting adalah 
bahwa pada akhirnya nanti, tuntutan 
perasaan akan keadilan di seluruh tanah air, 
dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya; dan 
kita sebagai bangsa dapat kembali bangkit 
menjadi bangsa yang maju dalam keadaan 
kokoh bersatu.
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